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KEPUTUSAN CAMAT SUKASARI
NOMOR : 900.1.1.2/002.A-Keu/2025

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH ( LAKIP )
KECAMATAN SUKASARI TAHUN 2024

CAMAT SUKASARI

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih
berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan dipandang perlu untuk
menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
( LAKIP ) guna mengatahui kemampuan dalam pencapaian Visi, Misi
dan tujuan Organisasi, perlu di bentuk Tim Penyusun Laporan
Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Kecamatan;

b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
dikembangkan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja pada
Pemerintah Kecamatan Sukasari yang disusun dengan mengacu
pada indikator, metode, sistematika dan tata cara pelaporan kinerja
instansi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;

C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pemerintah Kecamatan Sukasari
yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat Sukasari.

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4286);

4.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4421);-

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4438);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah;
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19  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

20 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

21 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

22 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

23 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

24 Keputusan Kepala LAN : 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusuanan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi
Pemerintah ;

25 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

26 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12 );

27 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

28  Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024-2026;

29  Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2016
tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah;

30 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nonor 4 tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah kabupaten
Purwakarta Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan
Lembaga Tekhnis Daerah;

31 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

32 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat
Daerah;

33  Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang
Perincian Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan;

34 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk
pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Tim Penyusun ( LAKIP ) Kecamatan Sukasari Tahun 2024 sebagaimana
Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan Sukasari;

2. Melakukan pembahasan data dan informasi gamabaran Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;

TR e ST i X

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

3. Melakukan Pengkajian evaluasi Aspek Strategis Kecamatan Sukasari
tahun lalu berdasarkan LAKIP Kecamatan Sukasari;

4. Melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai dengan Struktur
Organisasi Kecamatan Sukasari;

5. Merealisasikan program pada setiap kegiatan sehingga akan terlihat
pencaipan sasaran target kinerja Kecamatan Sukasari;

6. Melaksanakan Penyelarasan program dan kegiatan Kecamatan
Sukasari dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Purwakarta;

7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program
dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukasari;

8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka
optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan
sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada
Camat;

9. Melaksanakan penentuan sasaran & kegiatan SKPD disusun berdasarkan
pendekatan kinerja, perencanaan & penganggaran terpadu Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukasari Tahun

2024 sebagaimana ditetapkan pada DIKTUM PERTAMA merupakan
Laporan Kinerja Kecamatan Sukasari kepada Bupati Purwakarta;

KEDUA : Susunan Tim Penyusun ( LAKIP ) Kecamatan Sukasari Tahun 2024

sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Llaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukasari

Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan pada DIKTUM PERTAMA merupakan
Laporan Kinerja Kecamatan Sukasari kepada Bupati Purwakarta

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sukasari
Pada Tanggal ¢ Januari 2025

s

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
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Bupati Purwakarta

Wakil Bupati Purwakarta

Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta

Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta
Arsip
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KECAMATAN SUKASARI
NOMOR v 900.1.1.2/002.A-Keu/2025
TANGGAL t Januari 2025

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN ( LAKIP )
KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2024
NO NAMA/NIP JABATAN
1. OYOK WAHYUDIN, S.ST, M.M, CHRA Ketua

NIP. 19760718 200801 1 004

2 ENDI ISMEYANTO, ST Sekretaris

NIP. 19710906 200701 1 009

3. SANIM Anggota

NIP. 19860212 201001 1 001

4. MAMAN PURNAMA, S.PD Anggota

NIP.19860514 201903 1 002
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